
a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tah 200 Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Undang-Und~-: N 4 Tentang Pemerintah 
Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Dg ornor 12 Tahun 2008 
Rakyat Daerah bersama Bupati Muna Barat telah menyempurnakan Rancangan Peratur: D aerah, Dewan Perwakilan 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan Keputusan Gubern Pr ae~~ Ten tang Anggaran 
Nomor: 690 tanggal 28 Desember 2015 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kaurb ovinst Sulawesi Tenggara 

. ah Tah upaten Muna B Anggaran Pendapatan dan Belanja Daer un Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bu . arat Tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; pan Muna Barat Tentang 

b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada hu~ a, dilakukan agar Peraturan Dae ah T 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 tidak ..... bertentangan dengan kepenti r entang Anggaran 
perundang-undangan yang lebih tinggi; \ ngan umum dan peraturan 

c. babwa berdasarkan pertimbahangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu me ta 
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; ' ne pkan Peraturan Daerah 

BUPATI MUNA BARAT, 
I 

i 
DENGAN RAHM.AT TUHAN YANG MAHA ESA 

TENTANG 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN ANGGARAN 2016 

PROVINSISULAWESITENGGARA 

PERATURAN DAERAH KABUPTEN MUNA BARAT 
NOMOR : 0 L TAHUN 2015 

BUPATI MUNA BARAT 

Menimbang 



1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5561); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 
2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
· (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

8. Undang-Undan 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nmor 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679) 

9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari 
Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2001 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4070); 

Mengingat 

.. 

\ 



12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Nomor Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara nomor 4540); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4585); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran · 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

\ 



23. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56); 

25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi 
Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah 
berubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; 

28. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92/PMK.07 /2015 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus 
Tambahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

29. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241/PMK.07 /2014 tentang Pelaksanaan dan 
Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa; 

30. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan 
Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 
Pertama Milik Pemerintah Daerah; 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 

32. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-107 /MK.7 /2015 perihal Pennohonan Pencairan Dana Cadangan 
untuk TPG dan Tamsil Guru PNSD Kab. Muna Barat Tahun 2015; 

33. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/2280/SJ. Perihal Petunjuk Teknis Penggunaan, 
Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas 
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah; 

34. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 766 Tahun 2014 tentang Pengesahan Rancangan Peraturan Bupati Muna 
Barat Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 



0,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan 

7.405.817.000,00 Rp. 

Rp. 

Pembiayaan Netto 

7 .405.817 .000,00 (+) Rp. 
3. Pembiayaan Daerah: 

a. Pengeluaran Pembiayaan 

(7.405.817.000,00) Rp. Surplus / Devisit 

646.692 .429.880 .oo 
654.098.246.880.00 (+) 

Rp. 
Rp. 

1. Pendapatan Daerah 
2. Belanja Daerah 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut; 

Pasal 1. 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2016 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPTEN MUNA BARAT 
DAN 

BUPATI MUNA BARAT 

Dengan Persetujuan Bersama 

35. Keputusan Gubemur Sulawesi Tenggara Nomor 633 Tahun 2015 tentang Pengeahan Rancangan Peraturan Bupati Muna 
Barat Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 

36. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 07 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Muna Barat Tahun 2015; 



I . 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis belanja : 
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 143.215.881.880,00 
b. Belanja Hibah sejumlah Rp. 37.692.000.000,00 
c. Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa sejumlah Rp. 60.000.000,00 
d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa sejumlah Rp. 68.932.977.000,00 
e. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 300.000.000,00 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 terdiri dari: 
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 250.200.858.880,00 
b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 403.897.388.000,00 

Pasal 3 

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c terdiri darijenis pendapatan: 
a. Pendapatan Hibah sejumlah Rp. 4.000.000.000,00 
b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 43.269.400.000,00 
c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp. 1.455.000.000,00 
d. Dana Desa sejulah Rp. 50.454.977.000,00 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a terdiri dari jenis pendapatan : 
a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp. 7.369.951.080,00 
b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 356.155.873.000,00 
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 180.780.750.000,00 

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagai mana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis pendapatan : 
a. Pendapatan Pajak Daerah sejumlah Rp. 852.478.800,00 
b. Hasil Retribusi Daerah sejumlah Rp. 355.000.000,00 
c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp. 1.999.000.000,00 

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 terdiri dari: 
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 3.206.478.800,00 
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 544.306.574.080,00 
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp. 99.179.377.000,00 

Pasal 2 



Ringkasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi 
SKPD; 

2. Lampiran II 

Ringkasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 1. Lampiran I 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 

Pasal 6 

(3) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: 
a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan 
b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat. 

(1) Dalam keadaan darurat dan/atau mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang 
selanjutnya diusulkan dalam rancangan Perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. 

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya; 
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; 
c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan 
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. 

Pasal 5 

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 terdiri dari: 
a. Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 7.000.817.000,00 

Pasal 4 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri daeri jenis belanja : 
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 11.562.920.000,00 
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 95.114.272.000,00 
c. Belanja Modal sejumlah Rp. 297.220.196.000,00 



Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Pasal 7 

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah 
Daftar Perkiraan penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya 
Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun 
anggaran ini 
Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah 12. Lampiran XII 

9. Lampiran IX 
10. Lampiran X 
11. Lampiran XI 

8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (lnvestasi) Daerah 

Rekapitulasi Rancangan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; 

Rekapitulasi Rancangan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi 
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 
Daftar Julah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 
Daftar Piutang Daerah; 

Rincian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, 
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

6. Lampiran VI 
7. Lampiran VII 

4. LampiranIV 

5. Lampiran V 

3. Lampiran III 

.. 



o· 
ACHMAD LAMAN! 

Sekretaris Daerah 
Kabupaten Muna Barat 

LM. RAJIUN TUMADA 

2015 
Diundangkan di Laworo 
Pada Tanggal ·?, \ - l 'l- - 

Laworo 
~\ -11- 2015 

Ditetapkan di 
Pada Tanggal 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalm Lembaran Daerah. 

Pcraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 8 
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